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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN2011 = =~ ~
~ TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

" TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

bahwa sehubungan.dengan perkembangan yang tidak sesuai denéax; asumsi

Kebijakan Umum "APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar

unit organisasi, antar kegiatan dan antdr jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa . lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus

disesuaikan dengan silpa yang telah ditetapkan tahun anggaran berjalan, . .

maka pcrlu dllakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD

tahun anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang

Darurat Nomor 19 Tahun ‘1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-

undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979);

. Undang-undz;ng Nomor 12 Tahun 1985.tentang Pa}ak Bumi dan Bangunan’

-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah

: dinbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (lembaran Negara, )
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara-
) chubhk Indonesia Nomor 3569)

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambalan Lembaran Negara Republik Indoensia Nombor - 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indoncsm Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran chubhk Indonesia Negara Nomor 4048)

r



. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesm Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelcnggaraan Negara
" yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

‘ Repubhk Indoncsm Negara Nomor 3851);

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

" . Nomor 4355),

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberitukan Peratu_rah
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaﬁ :
dan Pertanggung]awaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); '

Undang-Undang Nornox_- 25 Tahun 2004 tentang Sis_tem Perencanan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun

© 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republxk Indoncsm Nomor

4421);

Undang-Undang “Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. -
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

‘Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Négara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara’

" Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah’, Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 .tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); h



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Peraturan Pemerintah’ Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pa_;ak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2001 Nomor 119, Tambahan

* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah’ Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran '
Negara Republik .Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah. Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah- Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

_Protokoler dan Keéuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah-(Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) terakhir '
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara

‘Republik. Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 12); ’

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara chubhk Indoen51a
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sta.nd.ar Akuntansi.

. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman. Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan . -
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575);"

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn Informa51
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lhdonesia Tahun 2005

Nomor 138, -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .
4576)

Pcraturan Pcmermtah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran’
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ‘



23.
- 24,
25.

. 26.
27

23.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan -
Keuangan Daerah (Lembaran Negara- Republik Indonesia -Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4577,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,tentaﬂ'g Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minirial (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Repubhk.

Indone51a Nomor 461 4);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan '
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone51a

-Nomor 4614)

Pératuran Menteri Dalam Négeri Nomor 13 Tahun 200.6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.;

Perattiran Menteri Dalam Neéeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedéman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 »

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1081 Tahun 2010 tentang
Evaluasi Rancangan'Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang

‘Anggaran Pendapatan .dan Belanja’ Daerah Tahun Anggaran 2011 dan
.Rancangan Peraturan' Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Keputusan‘. Menteni Délam Neg;ri Nomor 903-792 Tahun 2011,ténta‘ng
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2011 dan Rancangan Peraturan Gubemur Sumatera ‘Barat tentang

* Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan)a Daerah Tahun

30:
31

32,

Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10. Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;

Peraturan Dae‘rah Nomor 3 Tahuin 2008 tentang Pembentukan Orgah'isasi'

"dan Tata Xerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
. dan Lembaga Teknis Daerah; :



33, Pcraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tcntang Pcmbcntukan Orgamsa51 _
dan Tata Kerja Dinas Daerah;

1

- . 34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi '
dan Tata Kerja Satuan POllSl Pamong Praja

35, Peraturan Daerah Nomeor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Ketja Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah;

36. Peraturan Daerah Propm51 Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan BclanJa Daerah Tahun Anggaran 20115

Dengan Persetuluan Bersama

-DEWAN PERWAI(ILAN RAKYAT DAERAH
) _ PROVINSI SUMATERA BARAT
N dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUS_KAN.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1 . .
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ber‘juml,ah
Rp.2.198.161.563.005,00 bertambah sejumladh - Rp. 208.220.844.969,14 sehingga menjadi
- Rp.2. 406 382.407.974,14 dengan nncxan sebagal berikut : ' : - '

1. Pendapatan.

1) Semuila......cooooiiiiiienne Rp. 1.986.576.067.525,00
2) Bertambah............ SUPTRROTN ceeee - Rp. 84 585.128.316,00
Jumlah Pendapatan setelah '
Perubahan...........ooooiiiiicn, RS ooy et nae et :Rp. 2.071.161.195.841,00
2 Belanja. - o
1) Semula.......) i ‘Rp. 2.123.681.661.518,00
2) Bertambah........coiiiiiiiiiiiinn, Rp. 205.083.411.983.14
Jumlah Belanja setelah B
~ Perubahan.......cooci i ettt Rp. 2.328.765.073.501,14
Defisit setelah Perubahan ....oovvviiiinniiiian, ereeseeiersenee (Rp. 257.603.877.660,14)
3. Pembiayaan.
a. Penerimaan. : .
1) Semula.......covveueensiciveesatoeeneen. - Rp. 211.585.495.480,00 -
2) Bertambah......, ................... SO Rp. 1'23.635.716.653,14 ~
Jumlah Penerimaan setelahPembahan ceeresaerersennnennRP. 335.221.212.133,14
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b. Pengeluaran .

1) Semula.. Rp . 26.400.000.000,00 -
2) Berkurang Rp. 1.400.000:000,00) |
3 Jumlah Pengeluaran sctclah Perubahan... cervresssansmsserennennnsRP.__25.000.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan ........................ Rp. 310.221.212.133,14
.Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.................. Rp.  52.617.334.473,00
PaSal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagannana dunaksud dalam Pasal 1 terdiri dan
a. Pendapatan Asli Daerah,
1D Semula ........ eeeerseneereeerisiensraeass .. Rp.- 1 086 756.029.022,00
2) Bertambah ....cevvvieiienannveieiciennenns Rp. 60.547.740.934.,00 '
Jumlah Pendapatan Asli Dacrah setelah perubahan ............ Rp. 1.147.303.769.956,00
b. Dana Perimbangan
1) Semula ....cuviiriniirenenens eerereineeanas Rp. 894.605.038.503,00
2) Bertambah ....ccocciiiiiaiiiiiiininninn. ..Rp.- 3.035.840.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan ................... . Rp. 897.640.878. 503 00 '
* ¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah' ’
L 1) Semula .......... e ereeeeneeeaeaeaaeenaans .Rp. - 5.215.000.000,00
~ 2)Bertambah ........ccoeeeenevneeneennnai RD. 21.001.547.382,00

Jumlah Lain2 Pcndapatan Daerah Yang Sah setelah perabahan Rp 26.216.547.382,00

Q) Pendapatan Asli Daerah sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 2 hurufa terdm dari ¢
a. Pajak Daerah squmlah

D Semula .. ...l Rp.  911.800.000. 000 00
2)Bertambah ......coooiiiiiin Rp. 22.000.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah sctclah perubahan ...o.. .l Rp.933.800.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah _ _
1) Semula Rp. 30.576.475.500,00
2) Bertambah ...... et et -Rp. _ 1.754.990.636,00

Jum'ah RCtrlbUSl Daerah setelah perubahan U Rp. 32.331.466.136,00 -

c. Hasxl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang D1plsahkan
1)Semula .....oviiiiiiieeeeiieeee -Rp. 62.321.907.000,00
2) Bertambah ......... et eeeraaeinannas .Rp._18.280.890.176,00 ‘
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp. 80. 602. 797. 176 00

d. Lain-lain Pcndapata.n Asli Daerah Yang Sah

1)Semula ....oevveeireeeennnnen. eeeveins Rp. -82.057.646.522,00
2)Bertambah ......cccoccevviiaiiinn. -......Rp. 18.511.860.122,00 +- ' .
Jumlah Lain2 Pendapatan Asli Daerah yg sahsetelah perubahan Rp. 100.569.506.644 00

(3) Dana Penmbangan sebagaimana dlmaksud pada Pasal 2 huruf b terdm dar1 jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak’
1) Semula ....... e e U ...Rp 89.190.843.503,0Q .
2) Bertambah ........cccecuennnnne. eeeeraons Rp. . -3.035.840.000.00
Jumlah’ Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah perubahan .Rp. 92.226.683.503,00
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b. Dana Alokasi Umum

1) Semula........ feererereaee et .L...Rp. 764. 630.895. 000, 00
2)Bertambah ....coiiiiiieiie e Rp. : .00 ’
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan ... " . Rp 764.680.895.000,00
c. Dana Aloka51 Khusus o ‘
DSemula ...oceiveneneiirieiacrnnieneneeas e Rp 40.733. 300 000 00
2)Bertambah .......coviiiii e ..Rp. .00
Jumlah. Dana Alokasi Khusus setclah perubahan veriereenaie. Rp 40.733.3:00.000,00» :

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaunana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdm
dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah °

1) Semula «.eveeveeneereeeeeniee e ....Rp.  5.215.000.000,00
2) Bertambah ......ccouuuiiiinininniid “Rp._2.166.047.382.00 '
* Jumlah Dana Hibah setelah perubahan ........................ Rp 7.381.047. 382 00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
D Semula . ciciiveiieiiiiieiieeeieaeeas Rp. - ,00
2)Bertambah .....covneviieieeieciaan e Rp. 18.835.500.000,00 :
Jumlah Dana Hibah setclah perubahan ........................... Rp 18.835.500.000,00
- Pasal3
Belan_}a Daerah sebagaimana dunaksud dalam Pasal.l terdm dan
a. Belanja Tidak Langsung . ‘
1) Semula ......... et eeapaen -.Rp.  1.117.210.212.935,00
2) Bertambah ........ etheerrene e e raaas Rp. '33.433.538.197,14 _
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan ................ Rp 1.150.643.751.132,14
b. Belanja Langsung ' C
I) Semula ............. i e s Rp.  1.006.471.448.583,00
2) Bertambah ......ccoovviiiiiiiiiiiiia Rp. - '171.649.873.786.00

Jurnlah Belanja Langsung setelah pcrubahan... e Rp 1.178.121.322.369,00

Belanja Tidak Langsung sebagamana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis
belanja : :

a. Belanja Pegawai.

- 1) Semula .......ooooonnene... teevere.Rp.566.925.357.330,00
2) BerKurang.........veevenininnenineeennnnss [Rp. 34.250.553.000,00)
Jumlah Belanja Pegawm setelah perubahan et Rp. 532.674.804.330, 00
- b.Belanja Hibah. - ) :
) Semula ..ot Rp. 33.378.500.000,00
2) Bertambah .....c.oceriviiciiiienieeennn, Rp. . 10.838.500.000,00
Jumlah Belanja Hibah sctelah perubahan T PPN Rp  44.217.000.000,00
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c; .Belanja Bantuan Sosial.

1) Semula ......ooceninnie eereeieeenensenes . Rp. 63.215.920.000,00
2) Bertambah .........coccceeeeceenineenee RDL 32.130.238.185.00 ;
" Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan ............... Rp 95.346.158.185,00
d.Belanja Bagi Hasil. D : '
1) Semula ...ccvvviniiniiiniiiinnnan. reeees Rp. 381.850.200.000,00
2) Bertambah,......ociiiiiiiniiiiiiniinnns Rp. 21.144.987.630,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan .................. Rp 402.995. 187.630,00
c. Belanja Bantuan Keuangan : _ -
1)Semula .o.ovvnvnininiiiisivnnenennnn. t..i. RP. 66.839.697.570,00
2) Bertambah.......lccciiviieen enciiiieinnens Rp. 1.440.385.382.,00 '
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan ......... Rp 68.280.082.952,00
f. Belanja Tidak Terduga. o
D Semula.ccoeuieiiiiniiiiieennnn. eeens ...Rp. . 5.000.538.035,00"
2) Bertambah :..c..cecvveeeeeennnen. ST Rp. _ 2.129.980.000.14

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahzm ............... Rp 7.130.518.035,14 -

(3) Belanja Langsung sebagaimana diniaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darj jenis be]an)a
a. Belanja Pegawali.
.L 1) Semula .............. reeen e .- Rp. - 85.127.445.000,00
S 2)Bertambah ....eeiiiiiiniiniiins Rp. 1.926.113.080,00
‘Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan ........................... Rp. 87.053.558.080,00
" b.Belanja Barang dan Jasa . "
1) Semula ............... e ee e oorr- Rp. - 470.949.474.187,00 - '
2) Bertambah ...l Rp. . 25.882.360.377.00 ,
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan ............... Rp. 496.831.834.564,00
c. Belanja Modal , o
I)Semula.........cccoceveiiiiiee Rp. 450.394.529.396,00
2)Bertambah ..o +.....Rp._143.841.400.329.00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan ................... e Rp 594.235.929.725,00

i’asal. 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan.

1) Semula .......... veleveins e Rp. 211.585.495.480,00

- 2) Bertambah.........c.oceeveniien. Rp.123.635.716.653,14 .
Jumlah Penerimaan setelah perubahan ..............icccooioeii. Rp. 335.221.212.133,14

b. Pengeluaran. : T

I)Semula ........oceeevveeeeniennenraene.. Rp. 26.400.000.000,00

2) BerkUTang..c..veeeeereeeeeereeeneeenenen (Rp. __1.400.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah’ perubahan ettt Rp 25.000.000.000,00°
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada’ayat (1) huruf 2 terdiri dari jenis pembxayaan
a. Sisa Lebih Perbmmgan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA). .
1) Semula ..ocovveerireriinenenne ceeeveien Rp. 211.585.495.480,00°
2) Bertambah.......c.ceeeernnnrnrennnnnnn. «..Rp._123.635.716.653.14
Jumlah SILPA setelah perubahan .........cccooveennneeeninnile. Rp 335.221.212.133,14

" (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pemblayaan
: a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah,
T 1) Semula ciiiiiiiiecie e e e Rp. 26.400,000.000,00
2) Berkurang ............ Beenvnresnienennns ...(Rp.__. . 1.400.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Pcmerintah.Daerah setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00

) Pengt.luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdm dari jenis pemblayaan
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

. 1) SEmUIA {eeeeeeemeeeeeeoreeeere e .Rp. . 48.079.901.487,00
2) Bertambah.......... o eseentteanraaesraranans Rp. 4.537.432.986.00
Jumlah Sisa Lebih pembiayaan anggaran ‘ .
Tahun berkenaan setelah perubahan ...... bt ene et renaeran s Rp 52.617.334.473,00 -
i Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam lamplran yang merupakan bagian yang' tidak terpisahkan dari
Pcraturan Daerah ini, teridiri dari : - .

1. . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. LampiranIl Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pcmerlntahan Daerah dan -

Organisasi;
3. LampiranIIl Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
- Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
4. LampiranIV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pmerintahan Daerah,
. Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. LampiranV . Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan .keterpaduan
' Urusan Pemerintahan Daerah dan Funosx dalam Kerangka Pengelolaan
.Keuangan Negara; .
6. Lampiran VI = Daftar Perubahan Jumlah Pegwai Per Golongan dan Per Jabatan;.
7. LampiranVII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran® sebelumnya yang belum .
A _ distlesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal6

(1). Dalam -keadaan darurat dan kcperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya -yang_selanjutnya diusulkan dalam-Rancangan
Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



~
s

(2). Xeadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu kondm yang sekurang
. kurangnya memenuhi kriteria :

. a. bukan merupakan kegiatan normal dan aknvxtas Pémerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya.

b. tidak diharapkan terjadi secara bcrulang
c. berada di lvar kendali dan pengaruh Pemerintsh Daerah dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuhhan yang
dxsebabkan oleh keadaan darurat :

3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran untuk membxayal-
kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi kriteria :

a. kegiatan pemenuhan’ pelayanan dasar masyarakat yang angga.rannya belum tersedia dalaml

.tahun anggaran bcx]alan dan

b. kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kcruglan yang leblh besar bagi
"Pemerintah Dacrah dan atau masyarakat

Pasal 7 .

Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagai landasan operasioal pelaksanaan APBD.

Co ) ' L . Pasal 8
1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanogal dnmdangkan

Agar. setiap orang mengctahumya memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah. .

Ditetapkan di Pédang

pada tanggal,, 17 Yovember 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT
R }?(PRA ITNO

Diundangkan di Padang

‘pada tanggal, - 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH

. ALY ASMAR, MPd o
Pembma Utama Madya,Nip. 195580705 197903 . 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 19 - TAHUN 2011

- 10



SUNATERA BARAT
*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS! SUMATERA BARAT

Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
' http://www.dprd-sumbarprov.go.id

p—me

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 19 /SB/2011

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011
UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

o

bahwa pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tanggal 13 September 2011, Gubernur Sumatera Barat
telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2011;

b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, telah dibahas Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-
perundangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3146);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan '

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Maijelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri
oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2011;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera

Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2009;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005 s-d 2025;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat -

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: 1. Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Kebijakan

Umum Anggaran Perubhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2011 tanggal 7 Oktober 2011.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

3. Pendapat dan saran Anggota DPRD yang disampaikan dalam Rapat‘
Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2011 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2011.

: Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Kebijakan

Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2011.

: Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan
Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu
Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Kepala Daerah dengan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

: Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan

lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Padang
Pada tanggal : 7 Oktober 2011

ERWAKILAN RAKYAT DAERAH pL,
PROVINSI SUMATERA BARAT

H. LEONARDY HARMAINY, S.IP Dt.BANDARO BASA



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: 1. Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Rancangan Kebijakan

Umum Anggaran Perubhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2011 tanggal 7 Oktober 2011.

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

3. Pendapat dan saran Anggota DPRD yang disampaikan dalam Rapat
Paripurna tanggal 7 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG:

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2011 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2011.

: Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 untuk disepakati menjadi Kebijakan

Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2011,

: Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, merupakan
Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu
Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Kepala Daerah dengan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

: Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan

lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Padang
Pada tanggal : 7 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

H. LEONARDY HARMAINY, S.IP Dt.BANDARO BASA



